
 

 

 

 

  

 

 

 

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2020. 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN 

PERTOLONGAN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR 

JABATAN DAN URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN 

NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, PERATURAN BADAN NASIONAL 

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG 

NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN BALAI 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN 

PERTOLONGAN, DAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN 

PERTOLONGAN NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR 

JABATAN DAN URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN  

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang   :   a.  bahwa ketentuan mengenai nomenklatur jabatan dan 

uraian tugas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan 

Pertolongan merupakan instrumen yang bersifat dinamis 

sesuai dengan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, 

dan evaluasi jabatan yang memerlukan fleksibilitas dalam 

penetapannya; 
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b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas dan fungsi, ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur nomenklatur 

jabatan dan uraian tugas di lingkungan  Badan Nasional 

Pencarian dan Pertolongan perlu untuk dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

tentang Pencabutan Peraturan Badan Nasional Pencarian 

dan Pertolongan Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di Lingkungan 

Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, 

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan 

Uraian Tugas di Lingkungan Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan 

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan 

Uraian Tugas di Lingkungan Kantor Pencarian dan 

Pertolongan; 

 

Mengingat   : 1.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur   

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian 

dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5600); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4194); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan 

Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor186); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instasi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1273); 

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan 

Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

820); 

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan 

Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 

Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional 

Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan 

Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 973); 

8. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian 

dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 355); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN 

PERTOLONGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN 

NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 11 

TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN DAN 

URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN 
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NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, PERATURAN 

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 

12 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN DAN 

URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN BALAI PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN 

PERTOLONGAN, DAN PERATURAN BADAN NASIONAL 

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS DI 

LINGKUNGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN. 

. 

Pasal 1 

1. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan 

Uraian Tugas di Lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional 

Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1569); 

2. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan 

Uraian Tugas di Lingkungan Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1570); dan 

3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan 

Uraian Tugas di Lingkungan Kantor Pencarian dan 

Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1571),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di Lingkungan Badan 

Nasional Pencarian dan Pertolongan ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Badan. 
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Pasal 3 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Agustus 2020 

 

KEPALA BADAN NASIONAL 

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

         BAGUS PURUHITO 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 28 Agustus 2020  

 

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2020 NOMOR 960 

   


